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Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah 
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Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi 
akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak 


































Notary public in conducting their tasks is based on The Law on Position 
Notary (UUJN) and Code of Ethics. UUJN regulates tasks and duties of notary 
public meanwhile code of ethics regulates daily behavior of the notary public in 
conducting their duties. Each regulation possess institution which aims to monitor 
and maintain. Guidance and supervision of notary public concerning UUJN is 
conducted by Notary Supervisory Council. Meanwhile, guidance and supervision 
of notary public concerning code of ethics is conducted by The Assembly Notary 
Honour. Breaching of ethics code is non organisational act within internal scope 
of organisation in which it cannot be justified as the part of UUJN in subjecting 
notary public layoffs when they breach code of ethics. 
The present study aims to examine ratio legis of layoffs for notary public in 
related to violation of ethics code. Furthermore, the present study also aims to 
examine the form of code ethics violation which can be justified to subject layoffs 
sanction. 
The method used in the present study is a normative legal research, namely 
legal research which is conducted by examining the library materials or 
secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, 
namely the law and conceptual approaches. 
The present study shows that justification of layoffs sanction for notary 
public because of ethics code violation shall be enacted since notary public is 
officium nobile. Therefore notary public shall performs their duty based on Code 
of Ethics that are enacted by the regulation. Notary public shall be subjected to 
layoffs sanction when they send the minuta deed to the client and force them to 
sign on it. 
 






























Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman kepada UUJN dan 
Kode Etik. UUJN mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris sedangkan Kode 
Etik lebih mengatur perilaku sehari-hari Notaris. Masing-masing telah memiliki 
lembaga yang menjalankan pembinaan dan pengawasan. Untuk pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis 
Pengawas Notaris, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan. Pelanggaran kode etik 
merupakan pelanggaran yang bersifat organisatoris atau dalam lingkup 
peraturan internal organisasi profesi sehingga apakah menjadi tidak tepat jika 
UUJN mengatur tentang sanksi pemberhentian dari Jabatan apabila Notaris 
melanggar Kode Etik. 
Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang ratio legis pengaturan tentang 
pemberhentian sementara karena adanya pelanggaran kode etik dan bentuk 
pelanggaran Kode Etik yang dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian 
sementara Notaris. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 
hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diaturnya ketentuan mengenai 
pemberhentian sementara jabatan Notaris karena adanya pelanggaran kode etik 
adalah bahwa Notaris adalah merupakan Jabatan terhormat (officium nobile) 
sehingga siapa saja yang menjalankan jabatan sebagai Notaris wajib memiliki 
perilaku yang baik sebagaimana telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris. 
Pelanggaran kode etik yang dapat mengakibatkan Notaris dijatuhi sanksi 
pemberhentian sementara adalah pada saat Notaris mengirimkan minuta kepada 
klien untuk ditandatangani serta melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara 
melakukan penahanan dokumen agar klien tetap membuat akta pada Notaris 
tersebut. 
 























Kata Pengantar................................................................................................... i 
Ringkasan.......................................................................................................... iii 
Abstrak.............................................................................................................. v 
Daftar Isi........................................................................................................... vi 
BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1 
1.1. Latar Belakang........................................................................... 1 
1.2. Rumusan Masalah...................................................................... 6 
1.3. Tujuan Penelitian....................................................................... 7 
1.4. Manfaat Penelitian..................................................................... 7 
1.4.1. Manfaat Teoritis............................................................... 7 
1.4.2. Manfaat Praktis................................................................. 7 
1.5. Orisinalitas Penelitian................................................................ 8 
1.6. Tinjauan Pustaka....................................................................... 14 
1.6.1. Kode Etik......................................................................... 14 
1.6.2. Teori Kewenangan........................................................... 16 
1.6.3. Teori Kepastian Hukum................................................... 18 
1.7. Metode Penelitian...................................................................... 21 
1.7.1. Tipe Penelitian................................................................. 21 
1.7.2. Pendekatan Masalah (Approach)...................................... 22 
1.7.3. Sumber Bahan Hukum..................................................... 23 
1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 24 
1.7.5. Analisis Hukum.............................................................. 24 
1.8. Sistematika Penulisan............................................................... 25 
BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA NOTARIS KARENA PELANGGARAN KODE  
ETIK................................................................................................... 27 
2.1. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Notaris.............................. 27 
2.2. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris................................ 36 
2.3. Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Notaris....................... 40 






BAB III PELANGGARAN KODE ETIK YANG MENJADI DASAR 
PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS ................................. 62 
3.1. Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 62 
3.2. Kode Etik Notaris Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan 
Tugas Jabatan Notaris .................................................................... 70 
3.3. Pelanggaran Kode Etik Yang Mengakibatkan Notaris Dijatuhi 
Sanksi Pemberhentian Sementara .................................................. 84 
BAB IV   PENUTUP ............................................................................................ 91 
4.1. Kesimpulan............. ....................................................................... 91 






































1) Sanksi pemberhentian sementara karena pelanggaran kode etik diterapkan di 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN adalah karena Kode Etik Notaris 
merupakan hukum positif yang juga memerlukan adanya suatu Peraturan 
Perundang-Undangan yang mengakomodir keberadaan Kode Etik Notaris 
agar dapat mengikat secara umum dan tidak sebatas kesepakatan internal 
organisasi saja. Adanya ketentuan mengenai pemberhentian sementara 
jabatan Notaris karena adanya pelanggaran kode etik adalah bahwa Notaris 
adalah merupakan Jabatan terhormat (officium nobile) sehingga siapa saja 
yang menjalankan jabatan sebagai Notaris wajib memiliki perilaku yang 
baik sebagaimana telah ditentukan dalam Kode Etik Notaris. 
2) Pelanggaran kode etik yang dapat mengakibatkan Notaris dijatuhi sanksi 
pemberhentian sementara berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d 
UUJN adalah : 
a. Notaris tidak bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa 
tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi 
sumpah Jabatan Notaris 
b. Notaris mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Minuta 
akta merupakan dokumen negara yang wajib dipegang oleh Notaris 
sendiri dan selain itu di dalam minuta akta Notaris terdapat kerahasiaan 
akta yang menjadi kewajiban Notaris untuk menjaganya. 
c. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara melakukan penahanan 
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